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PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH 

NOMOR 1 tTAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 64 

TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN 

ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH TENGAH, 

a. bahwa berdasarkan telaahan staf Kepala Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 
Kabupaten Aceh Tengah Nomor 11 / BKPSDM Tanggal 06 
Juni 2022 perihal Penambahan Bantuan Belanja Beasiswa 
Togas Belajar Dokter Spesialis, maka perlu merubah 
Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 64 Tahun 2021 
tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh 
Tengah Tahun Anggaran 2022; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a perlu membentuk peraturan Bupati Aceh 
Tengah. 

1. Undang-Undang Nornor 7 (drt) Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten 
dalarn Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lernbaran 
Negara Tahun 1956 Nornor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 
tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 197 4 Nomor 
32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3034); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang ... 



6 . Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh {Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633) ; 

7 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Penyusunan Angaran Pendapatan dan 
Belanja daerah tahun Anggaran 2021 . 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

12. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten 
Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022. 

13. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 46 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 64 TAHUN 2021 
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN 
ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022 . 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 
64 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah 
Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2022, diubah sebagai 
berikut; 

1. Diantara ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) 
Pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 A ....... .... . 



Pasal 2 A 

Ruang lingkup standar biaya umum ini meliputi: 

(1) Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Dalam Negeri. 

2. Ketentuan dalam Larnpiran I angka 18 di ubah sebagaimana 
tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

( 1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan 
Bupati Aceh Tengah Nomor 64 Tahun 2021 tentang Standar 
Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 
Anggaran 2022 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dengan peraturan ini. 

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Aceh Tengah. 

Diundangkan di Takengon 

pada tanggal 13 Juni 2021 
~ SEKRETARIS DAERAH ,-

SUBHANDHY 

L Ditetapkan lS Juni 2022 l BUPATI ACEH TENGAH ,A(_ 

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : fD4 / 



Lampiran I- Peraturan Bupati Aceh Tengah 
Nomor : ..2:fTahun 2022 
Tanggal : lj Juni 2022 

18 STANDAR BIAVA BANTUAN BEASISWA DALAM NEGERI 

NO 

I 

18 

BIAYATAHUN 

URAIAN SATUAN ANGGARAN 2022 KETERANGAN 

(Rp.) 

2 3 4 5 

BANTUAN BEASISWA DALAM NEGERI 

18.1 Program Strata 1 

Bantuan Beasiswa bagf PNS Program S.1 
pertahun Orang 25,000,000 

18.2 Program Strata 2 

Bantuan Beasiswa bagi PNS Program 5.2 
pertahun Orang 30,000,000 

18.3 Program Strata 3/Dokter Spesialis 

Bantuan Beasiswa bagi PNS Program 
Orang 65,000,000 S.3/Dokter Spesialis pertahun 

18.4 Bantuan Beasiswa Ikatan Dinas Orang 20,000,000 

Penjelasan : 

Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Dalam Negeri 

Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar dalam negeri merupakan bantuan bagi Pegawai Negeri Sipil 
yang menerima bantuan ikatan dinas dan yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan 5.1 dan 
pendidikan pasca sarjana (Strata 2 atau Strata 3) dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah. 

Bantuan Beasiswa Ikatan Dinas diberikan kepada mahasiwa ke,jasama pemerintah daerah Kabupaten 
Aceh Tengah dengan perguruan tinggi yang ditunjuk 

Catatan: 
Standar tersebut diatas merupakan batas nilai maksimum dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan 
daerah. 
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